PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1285000632083

Berdasarkon ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan . Badan Hukum (sclain PT, Yayasan dan Koperasi) SMK
MUHAMMADIYAH MAGELANG

Alamat Kantor/Korespondensi : JALAN TIDAR 21 MAGELANG, Kel. Magersari, Kec. Magelang
Selatan, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah

NPWP o 41.841.427.2-524.000

Nomor Telepon ¢ 0293364237

Nomor Fax -

Emnal o smkmmgl@gmail com

Kode dan Nama KBLI ¢ 85240 - PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH
ALIYAH KEJURUAN SWASTA

Status Penanaman Modal . PMDN

I.NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegratan berusaha dan berlaku selama
menjalankan kegiatan usahe sesoai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.NIB adalah bukt Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda
Daftar Perusahasn dan bukti pernenuhan laporan pertama kewagiban Lapor Ketenagakergann di Perusahian
(WLKP),

3 Lembaga OSS berwenang  untuk  melakukan evaluast dan/atau perubshan aus  fzin usaba  (izin
komersinl/operasional) sesum ketentuan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantam dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliraan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan
schagnimana mestinya,

Diterbitkan 1anggal ¢ 28 Juni 2021 Oleh : Badan Keoedinasi Penanaman Modal

SE

Dokumen iw dusrbiskan melolat Sérsew O5S aoas dasar dasa dary pelaky vnaoba. Nebenaran don heabsahor atay date yang disempiibaw
dalaw dodsomem i daw datr g terumpan dalew Safen (S menadi fauggwng jawah pedak bz roponulirra

Dicetak tanggal : 28 Junl 2021
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g MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. 5
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..-;5* P‘unpm Pusal Muhsmmadival Momor 2857 00A2010 tangpal 19 Juni 2070 f_,

1 penbal permohonan persetijuan perubahan anggaran dasar. ﬁ

7 Mengingat . . Fﬁﬂ},?nlﬁ_dmhslh Siastshlad IBT0 Momar &4, sebagaimams 7

g terakhir divhah dengan Staatsbiad |904 Momar 272 tenteng Perkumpilan. ?.

7 : Berbadan Hulum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 9

% Kiwh Undanp-umdang Holen Perdnts, dan perairan perandang-undanpan ?f

yang melgaiur perkamgpidan. 5

; 2. Keputuson Gubernur lenderal Momer £1 tanggal 22 Aguens 1914 g
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PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Hantor Yogyakara

oy Kantor Jakarta
Jin, Cik Ditro 23 Yogyakana 55225 din, Mantang Raya B2 Jakata 10340
Talp. {0274) 563132 Talp. (021 3603021
Fake, (0274} 553137 !

] Faks. (021 2903024
Wabsile ;| www. muhammadiveh.orid E-mall ; pp_muhammadiahdiyanoo. cem

Momor

Lamp
Perihal

5 292/L0/A2015 Yogyakarts, 09 Zulkaidah 1436
: 1 Bendel 245 Agustus 2015 M
: Keterangan tentang

Badan Hukum Muhammadiyah

Kepada Yth.

Pemenntah Kote Magelang
C.q Dinas Pendidikan Kota Magelang
di Magelang

Acsalamu alaikumwr. wh.

Dengan hormat, menunjuk suret Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota
Magelang nomor 46/0ILOVA/2015 tertanggal 20 Juli 2015 perihal
sebagaimana dalam pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa Badan
Hukum penyelenggaraan selurth amal useha Muhammadiyah dalam bidang
pendidikan dibawah satu bedan hukum kepemilikan yaitu Pimpinan FPusat
Muhammadiyah yang sudeh mendspat pengeszhan dan sudah terdaftar di
Kementrian Hukum Den Hak Asesi Manusia Republik [ndonesia
scbagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian keterangan kami sampaikan, stas perhatian dan kerjasamanys
kami uecapken terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wh.

o1 ir, M.5I
NBM: 5435 349

Tembusan:
Pimpinan Deerah Muhammadiyah Kota Magelang




PEMNJELASAN
MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

PIMPINAN DAERAH MUHMAMMADIYAH
KOTA MAGELANG




PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Hantor Jaharts ;

Harder Yogyakarts -

. = L Meniong Raya Mo, 62 Jakarta 10340 1 Cik Ditirs Mo, 23 Yomyakatts 55395
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Perihal = Sivay Pessfelasan Muhammadivied
Scbagii Baden Hrakum,

Vugasts, 1] Rahiulawal 1437 1
£} Desember 2015 34
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Repada Y, :

L Pimpinan Wikavah Mubammuadivah
= Phmpinan Dacrah |"|-I:|I|mur1!:1|h_1.-:|h
& Al Ugshg .’nlui'..u::||1.-uri}':1i|
Selurub Indonesiy

Di Ternpat,

Aszaliomu'algiiam iFr. Wh

Semoga kita selalu datam Undungen Allah SWT. dan senantiase sukses dalar
metitlankan tgas seharichag Amin.

Dangan ini kani sampazkan surat dari Menteri Hememerian Hybkum dan HAM BRI
Lirmiiost Jendeast Adrerinisteg; Hukum Lhuny, namar AHUZ.AH.O) 4249, Enpea)
1% Desember 2015, peribal peiclasan Muhammadiyah Setagai Baden Hukym, berialn
Juga zesagainan: badas {iukum VaYREINL.

Demilian kami sampaikan, stz perhotiannya diveapkan terima lasih,

H"ﬂ.:t-m’-:r-gny"anfﬂih.‘.m H'r Wh
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Tembusz:
PF Muhemmadiyah Kansor Yoryakaria




HKEMENTERIAN HUKUM DAN MAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDOMESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINSTRASI HUKUM UMUM

Jl H.R. Rasuna Sawd Kav, 6-7, Jakara Soialan, Telp. (021) 5202387 (Hunting)

L]

RLI0 AW G UG- 215 Jakarta, 16 DEC 2015

. Penjelasan Muhammadiyah sebagai
Badan Hukum

Il'::'|

zedar NashirM.5

mum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
200 Raya Nomor 62 Jakata

Ssungan dengan surat Saudara Nomor:535/1.0/A/2015 tanggal 10 Nopember 2015,
i#£bagaimana tersebul pada pokok SUraT, denghn ini kami sampaikan hal-hal sebagai

sasarkan datz vang ada di Direktorat Perdaty Dirskascat Jemderal Adminictrasi Hukum
. arggaran Dasar Porsyarikaton  Muhosmoadioah felah mendapat Pengesahan
garnur Jenderal Momor B1 Tenggal 22 Agustus (914 berdasarkan Staatblad 1870
mor B4 Tentang Paerkumpulan-Perkumpulan Serbadan Hukum, Terakhir melakukan
mbehan Anggaran Daser venq belah dicatar o Kementerian Mukum dan Hak Asps
rosE Republit Indonesia Momsor AHU-BEAH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Junl 2010

fstentuan Staatblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan — Perkofpulan Berbadan
Fukum manentukan ;
Baspl 1

Weds PErkUMmpWan arang-prang, o fuar yang dibentuk menurul peraluren wmum
setiagak safaky badan huwkum kecuali sotelsh didkiy alefy Gubemur Jencesal atav aleh
Pejabat yang oitunjek ofeh Gubernur Jenderal (kini Menteri Hukum dan HAM)™

Undang-Lindang Memor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kermasyarakatan :

Fasal 23

2. ‘Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap
ik keberadaannya”

5 “Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatshiad 1870 Nomaor 64 tentang
Peckummaan-Perkumpiian  Berbadan  Hukwrn  (Rechispersooniikheid  van
Varesmigingen, yang berdii sebeium prokiamas Kemerdekaan Aspudi®k Indonesia
dan konsisren mempertahankan Negara Kesanan Repuofk ndonesia, fefap alakuy
keberadaan oan kaselarahannya sebags Bsed bangia, Mok pery medkuxan ?_

pEnCETaran Sesua Jergun Keteniumn Lindang-Lidang i~




Heroasarkan Ketentuar sabagaimana tersshol pada angda 2o (ua) ol atas, dapat
gitegaskan Danwa dergan [:e:*]alurnl,-a Urectang-Undang Numor 17 Tahun 2013 Tantang
Organisasi Kemasyvarakatam, maka Perkunmseiang Pecsyacikatan Myhsmmadiyah  yang
telah memperolen pengesahan der Guberiur Jenderal (seiarang Menter Hukum dan
HAM RI) Momor A1 Tanggal 22 Agustus 1914 dan Perubahan terakhirnya Nomor AHU-
B8.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, adalah Perkumpulan yang tetap diskui
vedudukannya sebaga Badan Hukum { Aechipersooadichedsd).

: Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asiei Manusia Republic Indonesia sesual
kewenangennya hanya sebatas memberivan penjelasen terkait status Badan Hukum
F‘eﬂ-&um;:-ul.ﬂn ersebut berdasarkan data yang terdapat pada Database Direktorat
Jenceral Administrast Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asesl Manusia
Republik Indonesia,

Ewian agar me jadi makham,

a.n.Pit. Dirskctur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata

4

N

husan,yth

senteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Laporan)
| oit, Direktur Jenderal Administrasi Hukuin Umum {sebaga laporan;

WOV NS N T L e



PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No, 134 Semarang Kode Pos 50122 Telepon 024- 3515301

Faximile 024-3520071 Laman ilp (s 310000y 9o id
Sunnt Elektznnik disdikbud o jmengprov. go o

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor . 420 9.4 34255 ...

TENTANG

PENGESAHAN BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

Mengingat

a!

bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4678/D/KEP/MK/2016
tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan
Menengah Kejuruan telah dilaksanakan penyesuaian Bidang/
Program/Kompetensl keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK);

bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan tata laksana
penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Bidang/Program/Kompetensi Keahlian perlu disahkan oleh
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang
perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikaan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Bidang/
Program/Kompetensi Keahlian di Sekclah Menengah Kejuruan
(SMK);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor $679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nemor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5670);

Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud nomor
4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian SMK;



5. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud
Nomor  B275/D5.3/KR/2016 tentang Konversi Kompetensi
Keahlian/Paket Keahlian;

6. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjend Dikdasmen Kemdikbud
Nomor : 4540/D5.3/TU/2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum
Pendidikan Menengah Kejuruan;

7. Peraturan Gubernur nomor 57 Tabun 2016 tentang Organisasl dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

B. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Tengah nomor : 421.4/09778 tanggal 5 Oktober 2017 perihal
Pengaturan Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK.

Memperhatikan : Permohonan Kepala SMK Muhammadiyah Magelang melalui surat nomor -
393/111.4.AU/F/2018 tanggal 24 Aprl 2018 tentang Konversi
Bidang/Program/ Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Mengesahkan

KESATU : Bidang/Program/Kompetensi Keahllan SMK Muhammadiyah Magelang
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA ¢ Bidang/Program/Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) dengan spektrum baru tersebut mulai berlaku pada Tahun
Pelajaran 2017/2018 sejak kelas X;

KETIGA i Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Bidang/Program/Kompetensi
Keahliannya telah disahkan diberikan Ijin operasional untuk
menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai spektrum kurikulum
yang berlaku;

KEEMPAT i Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses
pendidikan bermutu  sesuai Bidang/Program/Kompetensi  KeéSnlian
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan akan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
- Pada tanggal :02 n,tto‘bcr 20

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
| (11 PROYMSTIRWA TENGAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
. Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Puspendik Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
- Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
. Kepala BP2MK setempat;
. Kepala SMK yang bersangkutan;
Pertinggal.

DONOU B WN-
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POMPINAN PUSAT MUMAMMADIYA N

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1559/KEP/T.0/B/2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMK
MUHAMMADIYAH MAGELANG maka perlu diterbitkan surat

keputusan pengesahan pendinan Amal Usaha Muhammadiyah sebagai
penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat .1, Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiysh Pasal 3, Pasal 11 ayat
(1)

3. Pengesahan Gubermnur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus
1914 dan perubaban terakhir dengan Surat Keputusan Meaten
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita
Negara R.I Tanggal 23/9 ~ 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam
Berita — Negara R 1 sesuai dengan keteatuan Pasal 1, Pasal 2, dan
Pasal § Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-
perkumpulan Berbadan Hukum,

4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
01/QDH/1.0/B/2019 teatang Amal Usaha Muhammadiyah,

5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3

Juli 2019 di Jakarta.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan . PENGESAHAN  PENDIRIAN SMK  MUHAMMADIYAH
MAGELANG.
Kesatu . Mengesahkan pendinian amal ussha Muhammadiyah bidang Pendidikan

berupa Sekolah yang beralamatkan di JALAN TIDAR 21 MAGELANG
56126 Kecamatan MAGELANG SELATAN KabupatenKota KOTA
MAGELANG Provinsi JAWA TENGAH,

Kedua : SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG dapat memanfaatkan fungsi
aset Muhammadiyah vang ditempati  dengan tidak  menjual,
menjaminkan ataupun sgjenisnya tanpa seizin  Pimpinan  Pusat
Muhammadiyah,

YOSYAKARTA : 1, CIk Ditro 23 Yogyabarta | Tols. +62-274-55313) | Faks, +62.274-553137

JAMARTA : Gedurg Puiat Dalkonsh Muh adivah AW e Rayn 62 ok W40 | Telp +62-213903021, 3903022 | Fabs. +62-21-3903024
Webrset | www, mshammadiyahorid | Bl : pp@mohammadyah




Ketiga

Keempat

Kelima

Tembusan:

Ketua Umum,

—Proebn_

Prof. Dr. H, Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545 549

SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG mengelola keuangan secara
terpisah dengan Persyankatan Muhammadiyah termasuk melakukan
pembukuan  dengan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam
Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait,

Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMK MUHAMMADIYAH
MAGELANG dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : i
13 November 2019 M

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah
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EANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN ENXONOMI
PERW. DEP. P DAN K PROPINSI JATENG
Jalan Ki Maagunsarkoro 9, Semaramg

SURAT UIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOM! PERWAKILAN DEP. P DAN K
"“""2‘ JAWA  TENGAH

75/ 8-224.

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Perwakilan Departemen P dan K

Propinsi Jawa Tengah, sctelsh mengadakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan :

A. Hasil pemeriksaan terhadap sekolab-sekolah swasta (SMEP /SMEA ) mengenai kondisi
penyclenggaraan sckolah swasta,

B.  Hasil penclitian yang dilakukan oleh team evaluasi Kantor Pembinsan Pendidikan Ekono-
mi untuk mengadakan klasifikasi sekolah swasta guna kepentingan afisiensi tugas pembi-
naan terhadap sokolah swasta sesuai dengan rencana peningkatan mutu pendidikan bagi
sckolah kejuruan ekonomi.

C. Hasil sidang Staf Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi pada tanggal 14 Desember 1974,

maka dengan ini memutuskan, memberikan ijin penyclenggaraan bermasz atas sekolah swasta

tersebut dibawah ini :

I. Nama sckolsh . DAEA Nuhammadiyas [Magelarns.
2. Yang didirikan . 2-Agustus- 4763 sau vodah . tahun yl.
3. Alamat sekolah o Jlo-Zidan w281 Megelang
& Badan pendici [ pembina - 2rsatuan Muiom rhediyon i agelong
5. Dengan akte motaris nomor

dan tanggal : ke . g
6. Alamat pengurus : Qﬁ!? ffé_{%!/ﬁﬂfﬁ_z‘?ﬂf //I%‘tff_
7. Dimasukkan Masifikasi  : /3 [ zmenustl f1ersanaton Osbeet ar

Sandage mevkike ,;wf-«-ff'a..:__gf-
ngan né"o"iavra .{'a»ﬂy (:,aﬂ-ﬂ

8. Masa berlakv ijin : terhitung mulai | Jenuari 1975, mﬂhh&uﬂ,&«.m

9. Bahwa ijin penyelenggarasn ini diberikan dengan kewajiban sbb. :
9.1, Keharusan melaksanakan kurikulum/silabus sesusi dengan ketentuan Departemen
P dan K yang berlaku untuk sekolah negeri sejenis.
9.2. Keharusan melaksanakan sdministrasi dan laporan sekolah dengan tertip sesuami
dengan ketentuan dari Kabin.
9.3, Kecharusan mempergunakan tenaga guru yang memenuhi syarat sesuai dengan ke-
tentuan Departemen P dan K seperti yang berlaku bagi sekolah negeri scjenis.
9.4. Keharusan mengikuti segala kegiatan pendidikan / pengajaran, baik yang bersifat
intra kurikuler maupun bersifat ck<tra kurikuler.
9.5. Keharusan memegang twrgub etika pendidikan, termasuk dalam hal penerimaan
murid baru dan pemindahan, pesgajaran dan evaluasi.
Bahwa surat keputusan akan dicabut kembali apabila dikemudian hari terbukti sekolah yang
bersangkutan melakukan pelanggaran teknis pﬂlﬁﬂlkﬂj‘lﬂl dipandang bersifut asasi dan hakik:.

: ‘. Jawa Tengah
m ’ l-pn/r

v e,

Tembusan kepada :

2%
%
3%
5%
%

5
5
5

ey

2%
%
2%

2

2%
%
2%
2%
5%
%
3%
%
33
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

SE——

Surat Keterangan

f
| |
:f !
|
; !
| |
z %
(penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah). t
ey uaradiyah Dagdling o /18 /99 o 2.4t
tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian, |
Dmiﬁmmhmhimkﬁmﬁmmahmuhmmmdm ’
berlaku sejak tahun pelajaran 00/ 2001 .
Amﬁhﬁk&mﬂhhﬁmk&clwmﬁkmﬁmmml




No. PD.33.21.08468

ESIONAL w TEPERCAYA w TERBUKA

__ BADAN AKREDITAS| NASIONA
EKOLAH / MADRASAE

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1346/BAN-SM/SK/2021, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMKS MUHAMMADIYAH MAGELANG

| NPSN : 20331980
| Alamat - JALAN TIDAR 21 KOTA MAGELANG, KOTA MAGELANG.
JAWA TENGAH

Terakreditasi A (Unggul) dengan Nilai 91 |
Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah,

0 Ditetapkan di Jakarta |

B e, Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan

BCONEINe  menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan ofeh BSrE Pada tanggal 8 Desember 2021

.. ,.1.._,.. eakge  Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik _ —— — - — = —— —
WOSREICIE  memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah Ditandatangani secara elekironik oleh: _

Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah _ _
Dr. Toni Toharudin,k M.Sc.

AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTY




sy NG
S35} o el
B S
I:E.__';-’_:' ::T;;.‘
' PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH 2
1% A%
@ NOMOR : 0516 /111 A/1 d/2000 e
E‘_"?}':;E ' L F A
SR AL, a8 ' AT
55 — i) Al —s
- ! .
i e
@2 Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah &;
d dengan im menyatakan bahwa ;
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o berkedudukan di Jl. Tidar No. 21 Magersari adalah | (05
: *% milik Persvarikatan Muhammadivah e
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Ji, Albasah Santol Prawlrodide Mo, & ®( 0293 ) J6B5Z0 Kode Pos 58117 Magelang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG
NOMOR: 421.5/ 276 /230

TENTANG

1ZIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN MULTI MEDIA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH

TAHUN PELAJARAN 2004/2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

Menimbang

Mengingal

Memperhatikan:

Mambaca

bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan,
maka reenginering Sekolah Menengah Kejuruan
merupakan suatu kebutuhan Yyang harus dilakukan
untuk meningkatkan angks keterserapan lulusan sarta
menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
dalam pemenuhan tenaga kerja terdidik;

b bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang periu

untuk mengembangkan program keahlian yang masih
dibutuhkan olah bursa kerja dan mempunyai prespek
kedepan yang baik;

1.Undang-undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem

2.

3.

¥

-

3.

Pendidikan Nasional;

Undang-undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara no. 125 Tahun
2004 }; :

Peraturan Daerah  Nomer: 5 tahun 2003
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan
Instansi di lingkungan Kota Magelang,

Garis-garis besar program pendidikan menengah
kejuruan tahun 2005,

Surat Edaran Direktorat Pendidikan Menengah
Kejuruan Nemor : 0633/C5.2/LL/2004 tanggal 271 April
2004;

Surat Kepala SMK Muhammadiyah Momor ; 353 / [ILAJ
Ff2005 tanggal : 15 Februari 20053, tentang
permohonan alih program keahlian dari Rekayasa
Perangkat Lunak menjadi Multl Media .

Hasil Verifikasl Tim Teknis tentang kesiapan sgkolah
dalam melaksanakan Program Keahlian baru,




ra

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Fertama : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah
Kejuruan Muhammadiyah untuk melakukan alih program
keahlian darl program Rekayasa Perangkal lunak ke
program keahlian Multi Media terhitung mulal tahun
pelajaran 2004/2005 dengan rekomendasi sebagaimana
tercantum lampiran keputusan ini;

Kedua : Ketantuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini
akan diatur lebih lanjut dalam keputusan lain;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

itetapkan d] Magelang
bE-fanggal 2 Marat 2005
. ¢ Dinas, Pendidikan
LRI RIYADI, MPd
IP. 130629861
izampai
1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
3. Gubernur Jawa Tengah
4, Walikota Magelang
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
6. Pertinggal



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEFPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.5/ 276 /1 130
Mo Kemponen KEondlsi Rekomendaasi
Tenaga Guru  Produktif yang |Sekolah melakukan
Kependidikan berlatar pendidikan | penambahan  guru  yang
scsuai program keshlian [sesuai dengan kompetensi
baru, scbanyak 3 creng |yang dipersyaratkan
dengan catatan 2 |schingga untuk tahun
diataranya diterima |pertama minimal ada 4
sebagai CPNS dengan |guru produktifl yang |
penempatan di SMK N 1 |kompeten. !
Magelang |
i
i Perpustakaan Buku pendukung | Secara bertahap
program baru masih |penambahan bulku
sangat terbatas  baik [pendukung diprioritaskan |
kwantitas maupun |eleh sckolah |
| kwalitas =]
1 Institusi pasangan |Dari data administratif | Perlu divpayakan |
baru 2 institusi pasangan |penambahan institusi
Yang menandatangamni ﬁ::?:liri;u::::k e i
perjinjian kerjasama. pelaksansan PSG
4 Kurikulam Dokumen kurikulum dan |Dokumen kurikulum
ICnCANnA pelaksanaan |dilengkapi.
Pchimh memadai | ciribusi jam  pelajaran |
PR LS per minggu dibuat
Untuk mati diklat
Perubahan Program |produktif  yang belum
Keahlian berkonsekuensi [diberikan pada semester |
pada perbedasan mata |(satu)} agar dibuat program
diklat khususnya mata | matrikulasi | sehinggs
diklat produktif terdapat kesinambungan
mata  diklat untuk tiap
semesier serta keruntutan

pelaksanaan kurikulum

Sarana Praktek

Komputer untuk praktek
siswe masih terbatas,
baru tersedia 15
komputer untuk 38 siswa

Komputer ditambah sesuai
jumlah siswa yang praktek
sehingga pada tahun kedus
ratio computer s5iswa
mencapai 1 : |

RAPBS

RAPBS belum dibuoat
secara komprehensif dan
belum lengkap

RAPBS agar dibual secara
komprehensif dan terinei

ns Pendidikan

AARI RIYADI, MPd
. 130529861



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

JI Alihasab  Senlol F. Mo, & Telp (U29)) 368319 Mapeling
Kode "oz 561217

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG
NOMOR: 421561 77aq 1230

TENTANG
IJIN OFERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN FARMASI
SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

Memmbang . a bahwa dalam rangka peningkatan muly pendidikan, maka
re-enginering Sekolah Menengah Keluruan merupakan suatu
kebutunan yang harus dilakukan untuk meningkatken angka
kelerserapan lulusan serta menjawab kebuluhan dunia usaha dan
dunia industri dalam pemenuhan tenaga kera terdidik ;

O.bahwa sehubungan dengan bulir a, maka dipandang perly untuk
mengembangkan program keahlian yang masih dibutuhkan oleh
bursa kerja dan mempunyai prospek kedepan yang baik;

Mengingal 1.Undang-undang Nomer 20 Tanun 2003  tentang Sistem
Fendidikan Nasional,

4 Undang-undang nomor © 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Caerah | Lembaran Negara no, 125 tahun 2004 );

2. Peraturan Daerah nomor @ § tahun 2003 tentang Struktur
Organisasi dan tata Kerja Dinas dan Instansi di lingkungan Kots
Magelang:

Memparhatikan

—a

Garis-garis besar Program Pendidikan Mensngan Kejuruan tahun
2010

4 Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan  dan
PemberdayaanSumber Days Manusia Kesshatan
MNetDL.0201.1.4.02988 Tanggal 21 Juni 2007 Tentang Alih
Fungs: (Perubahan Nama) Pendidikan Menangah yang dibina
Depkes menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):

@ Sural Edaran Dirjend Mandikdasmen No @ S07B/C.05/LKICS 2007

langgal 11 September 2007 tentang Parubahan Momenklalur
Sekolah;

4. Bural Kepala SMK Muhammadiyah Magelang nomor : 037 /1114 /
D /2012 langgal : 15 tentang Parmohcnan jjin Pembukaan

Program Keahlian Baru untuk Kompetensi Keahlian Farmasi dan
Teknik Sapeda Motor,



hMembaca . Hasil veriikasi Tim Teknis lerhadap kesiapan SMK Muhammadiyah
Magalang dalam pemenuhan standar pelayanan minimum SDOM,
Sarana Prasarana, kurkulum sera natworking dengan Dunia Usaha
dan Dunia Industri sebagal syaral operasional Kompetensi Keahlian
Baru

MEMUTUSKAN

Meratapkan

PERTAMA . Menunda penerbitan izin operasional Kempetensi Keahlian
Fﬂﬂﬂﬂﬂi dengan rekemendasi sebagaimana lercanium dalam
lampiran kepulusan ini;

KEDUA . Kelenlvan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur
labih lamul dalam kepulusan lging;

KETIGA : Kepulusan i berlaku mulai fanggal ditelapkan

Ditetapkan di MAGELANG
pada tanggal 2 April 2013

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
'-_I'l-ﬁTh‘MhGELAHG

' Drs._Sahid. MPd
Pembira .~
NIP. 19621215 19685903 1 015

TEMBLUISAN | Keputusan ini dsampaikan kepada Yth.
7. Menteri Pendidikan Nasional

8. Diren Dikgasmen Depdiknas

8 Gubermur Jawa Tengan

10, Walikota Magelang

11. Kepala Dinas P & K Propinsi Jawa Tengah

12. Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN

LFE



)_/?

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG

NOMOR : 4215/ 1230
TANGGAL : 2 April 2013

MNa

Kompanen

Kond|si Rekomendasi

Tenaga Pencidik & Jumiah Guru yang | Secara bertahap Guru Produktif

Kependidikan

diparsiapkan menjadi tenaga | yang ada u:_hl:ambah sairing
pendidik Produktif sejumiah 2 | dengan peningkatan  beban
prang dengan fincian | kerja. (

-1 calon Guru  produktf
mamanuhi kualifikasi S1 dan |
kualifikasi kompealensi

-1 orang calon guru produktf
mamenuhi kualifikasi S1 dan
kualifixas: kempetensi Farmasi
zeria sudah menyelesaikan
grogram profesi apoteker

o]

Ferpusiakaan

Buku pendukung program | Buku pokex dan refersnsi agar
keahfian yang sesuai dengan | disedigkan  sesual  dengan
keouluhanr kurikulum belum | kebutuhen dengan mengacu

disegiakan. pada standar yang feiah
ditetapkan

Apabila kondisi memungkinkan
agar ditambahkan fasilitas £ —

, Library
3 Inslitusi pasangan | Dari data agminisiratil | Divpayakan menambah nsiiusi
lerdapat 2 (gug) insllusi | pasangan lerutama dan luar
dengan rincian : | Kota Magelang sghagal |

antisipasi penyaluran @amatan
yang cihasilkan sara uniuk
memperiuas nebtwarking.

1 Institusi mervpakan dunia
usaha yang relevan untuk
prakerin dan panyarap

lamalan

1 instlusi  adalah lembaga
pendidikan yang
menyediakan fasilitas

pinjaman unluk praklek

KUt lum

Dokumen  Kurikulkum  wntuk |4, Dokumen  Kurikulum  agar

Hompelensl Keahlian Baru disusun dan ditentukan |
Belum Dibuat criteria penjurusan, kenaikan
kelas dan kalulusan. I

5. Dokuman Kurikuium |

citandatangani kepala

sakolah, komite sakolah serta !
disahkan Hepala Dinas
Fendidikan Propinsi  Jawa
Tengah,

6. Dokumen Kurikulum & SKKNI
dibual dalam ranpkap &
dengan distnbusi sabagai
benkut @ 1 eks utk Kasek, 1
exs utk Wakakur, 1 eks utk
Kaprog, 1 eks utk R.Gurnd,




| Sarana &
| Prasarana Frakiek

Paralatan pokok Prakisk
Farmasl sudah memaenuhi
standar pelayanan minimal dar
sisi kuaniitas sarta kualitas.

Ruang yang direncanakan
sebagai Laboralorium Farmasi
belum memenuhi persyaratan

Upayakan untuk salalu mengikuti
perkambangan taknalagi
peralaian praktek Farmasi

Persyaratan kepemlllkan Lab
Framasi, Fisika dan Kimia
yang sesual dengan standar
agar dipenuhi terleblh dahulu.

standar,

| Belum tersedla Labgratorium
; Fis{ka dan Biolegl. ;
| & | Prospek Level lamatan sudah memadai
 Penyaluran untuk bakera di Apotek .

| Tetinan 2 Instilusi

dilkat dengan Mol
penyerapan lamatan.

Upayakan melakukan kerjasama
dengan institusi diuar kedua
Institusll yang sudah mendukung
pembukaan kompetensi keahlian
baru sebagai alternalif penyerap
_tamatan.

pasangan belum
lentang

Ka’p:ﬂLz Qinas Pendidikan
, “Kota Magélang
: 7 ,.

TR II.' o

“Drs, 'Safid: MPd
Paribing
NIP. 19621215 198903 1 D15




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Ji Alibpaah Senlsi P Mo 6 Telp. (E15Y) I6823% Hl;:l‘.l.p‘
Kaide Pox. &1 17

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIOIKAN KOTA MAGELANG
NOMOR : 42151 7720 1230

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR
SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN PELAJARAN 201372014

HEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

|-

Manimbang . @.bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka
re-enginering Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sualu
kebutvhan yang haerus dilakukan untuk meningkatkan angka
keterserapan |ulusan serie menjawab kebuluhan dunia usaha dan
dunia Industri dalam pameanuhan i#naga keda lerdicik

b.babwa sehubungan dengan butir a, maka dipandang periu untuk
mengembangkan program keahfian yang masih dibutuhkan olen
bursa kerja dan mempunyai prospek kedepan yang baik;

Wengingat . 1.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sslem
Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang nomor - 32 Tahun 2004 tentang Pemernian
Daerah ( Lembaran Negara no. 125 tahun 2004 };

= 4. Peraturar Daerah nomor 5 tahun 2003 [entang STukiur
QOrganisasi dan tala Kerja Dinas dan Ingtansi di Iingkungan Kota
Magalang; ;

Memperhatikan : 1. Garis-garis besar Program Pendidikan Menengah Kejuruan tahun
2010;

2. Sural Edaran Kepala Badan Pengembangan dan
FemberdayaanSumber Days Manusia Kesahatan
No:DL.02.0114.02099 Tanggal 21 Juni 2007 Tentang Alin
Fungsi (Perubahan Nama) Pendidikan Menangah yang ditina
Depkes menjadi Sekolah Menengah Kajuruan {SMED):

3. Sural Edaran Difend Mandikdasmen Mo : 507T8/C 05/LKS/CE 2007
tanggal: 11 Seplember 2007 tentang Parubahan Momanklatur
Sekolah;

3 Sural Kepala MK Muhammadiyah Magelang nomor : Q37 7 1iL4 /
O/ 2012 f(anggal ; 15 ftenlang Permohonan §in Pembukaan
Ern-ﬂ{_innj Feahlian Baru uniuk Kompedensi Keahlian Farmasi dan



¢

mbaca

WMenelapkan
FERTAMA

KEDUA,

KETIGA

: Hagll verifikas! Tim Teknis terhadap kesiapan SMK Muhammadiyah
Magelang calam pemenuhan standar pelayanan minimum SDM,
Sarana Prasarana, kurikulum serta networking dengan Dunia Usaha
dan Dunla Industri sebagal syaral operasional Kompelensi Keahlian

Baru

MEMUTUSKAN

- Memberikan izin operasional Kompetensi Keahlian Teknik Sepeca
Motari mulai  tahun pelajaran 2013 / 2014 dengan rekomendas:
sebagaimana lercantum dalam lampiran keputusan ini;

. Ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan giatus
lebih lanjut dalam keputusan lain;:

' Keputusan ini berlaky mulai tanggal ditelapkan

Ditetapkan di MAGELANG
pada tanggal 2 April 2013

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG

Drs. Sahid. MPd
Fembina
HIP, 19621215 198903 1 015

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada ¥ih,
1. Mentern Pendidikan Nasional

Cirjen Dikdasmen Depdiknas
Gubernur Jawa Tengan

Kepala Dinas P & K Propinsi Jawa Tengah
Sekolah yang bersangkutan

2
3
4 Walikola Magelang
9
6
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MAGELANG
NOMCOR .
TANGGAL :

4215/
2 April 2013

/230

Komponen

Keandigl

Rekomendasi |

Tenaga Pendidik &
Kependidikan

Jumiah Gury yang
dipersiapkan menjadi lenaga
pendidik Produktif sajumiah 3
orang dengan ringian °

=1 calon Guru  produktif
memanuhi kuallfikasi 51 dan
kualifikasi kompetensi

-1 orang calon guru produktil
mamenuhi  kualifikasi 51
komgaetens: missmacht

-1 orang calon guru D 3
kompetensi terpenuhi

Secara beriahap Gury Produktif |
yang berkualifikasi D3 |
gitingkatkan menjadi a1
(kualifikasi relevan dengan fugas
mengajar) agar sesuai dengan
kelentuan kualifikasi pendidikan
minimum. ,

Perpusiakaan

Buku  pendukung program
heahlian yang sasuai dengan
kebutuhan  kurkulum  belum
disediakan

' Institusi paEsangan

|

Buku pokok dan referensi agar
Cisediakan  sasyai gengan
Kebuluhan dengen mengacy
Pada  standar  yang  telah |

i ditetapkan

Apabila kendisi memungkinkan
agar ditambahkan fasiitas £ —
Library

Dari dala administranf
lerdapal 2  {dua) instilusi
Fasangan yang relevan dengan
program keahlian yang dibuka
sera sudah dikuatkan dengan
Mald untuk menjamin
Kesinambungan pelaksanaan
Prakerin dan pengembangan
kurikubum,

Diupayakan menambah institus
Pasangan lerutama dar luar |
Kota Magelang sebage:
antisipasi penyaluran tamatan |
yeng dihasikarn serta untuk
memperiuas networking.

Kurikulum

untuk
Bary

Kufkilum
Keahlian

Dokuman
Kompetensi
Belum Dibust

1. Dekumen

Kurikulum  agar |
disusun  dan ditentukan
crilefia penjurusan, kenakan |
kelas dan keluusan I

Dokurman Kurikulum I
ditandatangani Kepala
sekolah, komite sekolah s8ra

disahkan Kepala Dinas
Pandidikan Propinsi  Jawa
Tengah.

Dokumen Kurikulum & SKiKcp
dibuat dalam rangkap 4|
dengan  distribusi sebagai
bankul | 1 eks utk Hasek, 1

eks utk Wakakyr, 1 BES ulk
Kaprog, 1 eks utk R.Guru.

e



Sarana & Peralatan  pokek Prakiek | L. feuti

payakan untuk selaiu mengikuti |
Frasarana Praktek | Teknik Sepeds Motor sudah | perkembangan !Ekn?n-lugf!
lerpenubi  dari sisi  kuantitas peralalan prakiek olomotif

K . ;
seris kusiitas Diprioritaskan untuk menambah
Bengkel yang lersedia baru 1 | Ruang bengkel praktek agar |
I [ unit serta belum memenuhi pelaksanaan  Prakiek  lebih

standar ukuran ruang. B if
‘& Prospek Level lamatan sudah memadai | Upayakan mealakukan kerjasama
o | Fenyaluran unluk bekena di bengkel dengan institusi diluar kedua
| ilsan 2 instiusi pasangan belum | 2879%e! yang sudah mendukung

pembukaan kompetens: keahlian i
baru sebagsi allernalll penyerag i
lamalan, |

. dilkal dengan Mol [eniang

|_ i Penyerapan lamatan.

Hepala Dinss Pendidikan
Kota Magelang

Drs.” Sahid. MPd
Fembina
NIP. 18621215 158903 1 015




DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAHN PROPINSI JAWA TENGAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514045 Semarang

_ Surat Keterangan
Nomaor : ﬂﬁﬂﬁ;ﬁ‘rm "'rm

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetaplkan hahwa :

Alamat Tﬂm’ﬂ i o s ML i

Status

1. Suat Dircktur Jenderal Pendidiken Dasar dan  Menengsh  Nomor
STI/C.CAMN/1999, tanggal 23 Juni 1999 fentang kurikuluom barn  Sekolsh
Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering
(penataan kembali Bidang/Program Keshlian sesuai dengan potensi wilayah).

Apabila dikemudian han terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

- 17 Cdober eovp




